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A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa adanya
manusia lain, artinya manusia hidup secara berpasangan, antara laki-laki

dengan perempuan, hal itu gldah ditetapkan sejak lahir. Manusia

diciptakan dengan kodratnya dengan cara
keluarga yang saling
pkan keturunan.
ami isteri yang
pranata-pranata
hukum, baik (Tt ) i) dan hukum perdata
! perkawinan itu suatu
nilai keagamaan P8 54 spady Allah dan Sunnah Nabi
yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Menyempurnakan sebagian
dari agama dan menumbuhkan nilai kemanusiaan serta rasa kasih

sayangnya terhadap manusia lainnya adalah unsur ibadah yang terdapat di

dalam perkawinan.?

' Aspandi., Fikih Perkawinan Komparatif Figh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (Batu:
Literasi Nusantara, 2019), 26.

2 Kamal Mukhtar., Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1974)5-9.



Dalam hukum Islam bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk
memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina suatu keluarga yang
sejahtera, harmonis, dan bahagia. Selain itu juga untuk menjaga dan
melestarikan keturunan. Bahkan islam mengatur tujuan pernikahan lebih
dari itu dengan meletakkan hak-hak serta kewajiban bagi mereka.
Didefinisikan bahwa zawaj lebih mengakomodasi nilai-nilau tujuan

tersebut, yang artinya adalah menghalalkan pergaulan dan pertolongan

antara laki-laki dan atasi  hak-hak serta kewajiban

kesuciannyasghingSaim erieky tUnduIeda fatubluya dengan ridha dan

lapang hati.* \

selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan
terlebih lagi bisa kearah pada perceraian walaupun perceraian adalah
sesuatu yang diperbolehkan dan dibenci Allah tetapi apabila semua cara
sudah dilakukan, maka perceraian lah yang menjadi jalan keluarnya.
Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam megatasi

ketidak harmonisan ataupun pertengkaran dalam rumah tangga. Perceraian

3 Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, Figh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta:
Imprint Bumi Aksara, 2011), 37.

4 Ibid.



tidak selalu membawa kelegaan, karena perceraian sering menambah
berkobarnya api perseteruan. Sosial media pun sering kali menayangkan
perseteruan pada proses maupun pasca perceraian yang dilakukan oleh
publik figur indonesia melalui gosip di televisi. Salah satu pertengkaran
besar mengenai hak asuh anak. Pada awalnya seorang ayah merasa berhak

penuh atas hak asuh anak. Seorang ibu juga yang awalnya adalah pengelola

ulama mengatakan bahwa hadanah merupakan pemeliharaan terhadap anak

yang masih kecil atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz,> hak asuh
meliputi pendidikan jasmani, rohani dan akalnya agar anak mampu berdiri
sendiri menghadapi hidup dan mampu bertanggung jawab serta

meyediakan sesuatu untuk kebaikannya.® Dalam hukum Islam Hak asuh

> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 783.
® Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 175-

176.



anak atau pemeliharaan anak sangatlah penting, Islam meletakkan dua
landasan utama bagi pemeliharaan anak. Pertama, kedudukan dan hak
anak. Kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Oleh karena itu Islam
mengatur hak asuh anak pasca perceraian yaitu hadanah. Hadanahadalah
memelihara ataupun mengasuh seorang anak yang belum bisa mandiri
dalam hal pendidikan dan belum bisa melindungi dirinya dengan sendiri.

Secara syariat hak asuh anak rggmang berada ditangan ibu, apalagi anak

a sebuah fakta
sia dengan satu
pendidikan dan
bukan lagi menjadi
halangan unru ; ), juy ’ngakibatkan semakin
meningkatnya pe : g erjadi di seluruh dunia.
Perkawinan beda kewarganegaraan (campuran) telah merambah ke seluruh
masyarakat. Jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda
kewarganegaraan melakukan pernikahan adalah melalui sosial media,
kemudian teman kerja atau rekan bisnis, berkenalan saat liburan ataupun

sahabat pena, ini adalahhasil survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club.

7 Mengutip dari Hadist Abdullah Ibn Umar, diriwayatkan bahwa Rasulullah didatangi seorang
perempuan, dan berkata, yang artinya‘“sesungguhnya ini adalah anakku, perutku yang
mengandungnya, susuku yang dia minum, dan di rumahku tempat berkumpulnya, dan
sesungguhnya bapaknya telah menceraikanku dan ingin mengambil dariku’.



Berbedanya kewarganegaraan bukan menjadi penghalang bagi pasangan
yang telah bercerai dalam hal mendapatkan perwalian anak, disisi lain
apabila ingin mendapatkan hak perwalian tersebut maka harus tunduk
kepada hukum yang mengatur. Hakim memiliki peran terbesar dalam
memutuskan hak perwalian terhadap pasangan yang telah bercera,
dikatakan bahwa masa depan anak ada ditangan seorang Hakim dalam

memutus hak perwalian bagi angk tersebut dan untuk masalah perwalian

sangat diperluka g Ap ot £ memahami perbedaan
adat yang bert . ‘ : anya dan tidak adanya
perselisihan dalam kehidupan keluarga, segala percekcokan tidak akan
datang dan tidak ada ketegangan diantara kedua belah pihak, yang nantinya
ketegangan itu dapat merubah menjadi kerenggangan, karena apabila hal
diatas dialami oleh suami isteri maka akan mengakibatkan perceraian

dalam rumah tangga.’ Permasalahan perkawinan beda kewarganegaraan

8 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 205.

® Jangkung Surya dan Dona Budi. “Kajian Yuridis Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari
Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional’, Privat Law, 1 (Januari-Juni
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atau perkawinan campuran adalah salah satu bidang yang paling rentan
(Vulnerable) tentang persoalan-persoalan yang ada di dalam Hukum
Perdata Internasional.!® Tujuan hukum itu sendiri atau the purpose law
adalah problematika dalam aplikasi hukum yang tetap dan sampai
sekarang masih sangat hangat diperdebatkan,baik itu yang sifatnya klasik
maupun yang kontemporer. Ada yang beranggapan bahwa hukum itudibuat,

pasti memiliki tujuannya sehingga pada masa selanjutnya aplikasi hukum

karenahukum itu RC LT o R0 terbangun dari banyak
unsur, mulai dari agama, moral dan sampai pada judikasi yang berjalan

beriringandenganpanorama sosial.'!

Proses berfikir Magasid dalam penetapan hukum satu kasus harus
melalui tiga hal: pertama, menetapkan maslahah syar’iyah atau

kemaslahatan hukum dengan beberapa catatan yakni kemaslahatan yang

19 Bayu seto Hardjowahono, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, (Bandung, Citra Aditya
Sakti, 2006), 274.

"' M. Arfan Mu’ammar dan Abdul Wahid Hasan, Studi Islam Persepektif’ Insider/Outsider
(Jogjakarta: TIRCiSoD Anggota IKAPI, 2013), 385-386.



dituju adalah kemaslahatan yang masih dalam ruang lingkup Magasid al-
Shariah dan tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan Sunnah serta
bersifat Qat’iy atau diatas tingkatan dzhanni. Kedua, mempertimbangkan
kaidah menghilangkan penderitaan atau kesempitan hidup. Ketiga,
mempertimbangkan konsekuensi dan akibat dari penerapan hukum yang
ditetapkan, yakni apakah dengan ditetapkannya hukum tersebut maka

kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara’ tercapai atau tidak. !> Secara

jelas salah satu tokoh (ah yaitu Jamal Al-Din ‘Atiyyah

memiliki konsepA/rga¥i vl ici_ada 7 konsep dan salah

ingin melakukan
K Asuh Anak Akibat

erdataInternasional

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Hak Asuh Anak Dalam Hukum Perdata Internasional
Akibat Perceraian?
2. Bagaimana Tinjauan Magasid Al-Ushrah Jamal Al-din ‘Atiyyah Pada
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan CampuranDalam

Hukum Perdata Internasional?

12 Muhammad al-Qahtani, Manhaj Istinbat Ahkam al-Nawazil al-Fighiyyah al-Mu‘asirah Dirasah
Ta’siliyah Tatbigiyyah (Jeddah: Dar al-andarus al-Khadra’, 2013), 328-334



C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu sebagai

berikut:

1. Mengetahu Bagaimana Hak Asuh Anak Dalam Hukum Perdata
Internasional Akibat Perceraian.
2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Magasid Al-Ushrah Jamal Al-din

‘Atiyyah Pada Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dar Perkawinan

Campuran Dalam Hukum Pg#@sta Internasinal

1.
enambah khazanah
keilmuan i kaitannya terkhusus
dengan perkay a negara apabila ingin

melakukan perceraian dan dapat memberikan informasi atau wawasan

kepada masyarakat lain untuk dijadikan bahan kajian.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi akademisi, agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan
tambahan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang

perkawinan campuran atau beda negara.



b. Bagi Praktisi, agar hakim bijaksana dalam memutuskan atau
menetapkan hak asuh anak dengan menggunakan teori Magasid al-

Shariah, hukum Islam dani hukum Positif.




